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INTISARI

Daerah dan masyarakat Kota Banjarmasin memiliki ciri khas tersendiri, yaitu
xbiasaan hidup di sekitar sungai yang digunakan untuk sarana tranportasi dan
:omunikasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang
>engelolaan Kawasan Lindung, secara fisik penggunaan dan penguasaan tanah oleh
nasyarakat Banjarmasin pada kawasantersebut merupakan(termasuk) kawasan lindung
rang disebut dengan sempadan sungai. Dengan orientasi kegiatan masyarakat yang
>erbasis air dan darat menimbulkan daya tarik peneliti untuk meneliti masalah-masalah
>ada Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yaitu Pertama
)agaimana pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito, Kedua faktor-faktor yang
nempengaruhi terjadinya pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito, Ketiga
>agaimana status penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat yang
ligunakan untuk tempat tinggal, Keempat apa permasalahan-permasalahan yang terjadi
>erkaitan dengan penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh
nasyarakat serta Kelima bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
ialam mengatur penggunaan dan penguasaan tanah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptifdengan
>endekatan survai. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang
>erupa peta, hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dengan menggunakan
eknik pengumpulan data, yaitu cara observasi, pedoman wawancara dan studi
lokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif
cualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk uraian dan tabel. Teknik
?engambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik area purposive sampling
sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 103 orang.

Dari hasil penelitian untuk mengetahui pola penggunaan tanah di sempadan
sungai Barito pada Kecamatan Banjarmasin Barat dengan populasi (tidak ada sampel)
^ang diambil adalah kelurahan-kelurahan yang berada di sepanjang Sungai Barito, yaitu
•Celurahan Kuin Cerucuk, Kelurahan Pelambuan, Kelurahan Telaga Biru dan Kelurahan
Basirih. Sehingga penampakan pola penggunaan yang ada adalah berbentuk bintang
•adial dan memanjang sepanjang jalan atau sungai dengan kecenderungan pergeseran
•cearah pola konsentrik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi pola
aenggunaan tanah tersebut adalah faktor non fisik yang terdiri dari sosial ekonomi
masyarakat dan kultur budaya masyarakat Banjarmasin serta faktor fisik yang terdiri
lari keadaan topografi dan sistem aksesibilitas/transportasi. Untuk status penguasaan
tanah sempadan Sungai Barito oleh masyarakat adalah merupakan tanah negara yang
iapat dibuktikan dengan bukti penguasaan berupa segel, surat jual beli dibawah tangan,
ian surat pajak serta ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki bukti penguasaan
tanah. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penguasaan
tanah sempadan Sungai Barito adalah, secara fisik/lingkungan hidup digambarkan telah
terjadinya pencemaran Sungai Barito dengan menurunnya kualitas air sungai, dan
terjadi erosi tebing sungai (stream bank erosion) serta tingginya sedimentasi sungai;
sosial ekonomi masyarakat dan bagi pihakpemerintah daerah sendiri.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki

ciri khas tersendiri dengan sebutan Kota Seribu Sungai. Hal ini disebabkan

karena banyaknya sungai yang ada di wilayahnya. Terbentuknya Kota

Banjarmasin merupakan suatu bentuk kelanjutan dari pola komunitas

masyarakat suku banjar yang biasa menetap di kiri kanan sungai atau

sempadan sungai. Pola permukiman masyarakat di pinggir sungai adalah

cenderung linier sepanjang tepi sungai dengan orientasi menghadap jalur

transportasi sungai itu sendiri (Iwan Suprijanto, 2001: 3).

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung menyatakan bahwa sempadan sungai adalah merupakan

b?gian dari kawasan pelindungan setempat, dan dalam Pasal 16 menyatakan

bahwa kriteria sempadan sungai adalah untuk sungai besar sepanjang 100

meter di kiri kanannya dan untuk anak sungai sepanjang 50 meter di kiri

kanannya yang berada di luar permukiman sedangkan untuk daerah

permukiman, maka daerah sempadan sungainya adalah yang diperkirakan



Dilihat dari penguasaan oleh masyarakat pada daerah Kota

Banjarmasin, akan terlihat adanya penguasaan tanah secara fisik dan yuridis,

dimana penguasaan secara fisik diartikan dalam kenyataannya bahwa tanah

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dan penguasaan secara yuridis diartikan dengan bentuk

bukti kepemilikan atas tanah.

Penguasaan secara fisik oleh masyarakat dimana tanah

telah digunakan atau dimanfaaatkan sejak lama, menimbulkan

penampakan pola-pola penggunaan tanah sebagai dampak dari

kegiatan manusia memanfaatkan tanah. Penampakan pola-pola

penggunaan tanah dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor fisik dan faktor

non fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi pola penggunaan suatu daerah

adalah keadaan wilayah/kondisi geografis berupa topografi, jenis tanah dan

kesuburannya, kemampuan dan kesesuaian tanah serta aksesibilitas atau

kemudahan dalam sarana transportasi. Sedangkan faktor non fisik adalah

sosial ekonomi masyarakat dan budaya/kultur masyarakat.

Dengan kondisi geografis yang dimiliki Kota Banjarmasin, dimana

pada daerah ini banyak terdapat sungai-sungai maupun anak sungai yang

membelah Kota Banjarmasin mendorong terjadinya pola penggunaan tanah

sempadan Sungai Barito terutama digunakan untuk permukiman atau



Dalam pola penggunaan tanah faktor budaya juga ikut

mempengaruhi karena bagi masyarakat setempat akan memberi

kemudahan transportasi air dengan orientasi kegiatan masyarakat

yang berbasis air dan darat, khususnya perekonomian seperti perdagangan,

pelabuhan dan perikanan (Iwan Suprijanto, 2001: 2). Selanjutnya pada bagian

lain, disebutkan bahwafaktor sosial ekonomi masyarakat juga menjadi alasan

terjadinya pola penggunaan tanah karena kawasan sempadan sungai dianggap

oleh masyarakat perkotaan sebagai kawasan alternatif permukiman kota bagi

kaum urbanis miskin. Permukiman atau perumahan masyarakat Kota

Banjarmasin pada umumnya berbentuk rumah panggung, dimana

bangunannya berkonstruksi lantai dasar berada di atas air atau sungai. Rumah

panggung adalah merupakan tipologi mayoritas untuk rumah di atas air, yang

jugamerupakan tipologi bangunan tradisional di Indonesia.

Penguasaan tanah oleh masyarakat secara yuridis diartikan dengan

adanya hubungan dengan tanah yang dilandasi oleh hak yang dilindungi oleh

hukum yang dapat ditunjukkan dengan bukti kepemilikan penguasaan atas

tanah. Pada daerah Kota Banjarmasin bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki

oleh masyarakat bermacam-macam dan untuk menjamin keamanan bagi

pemiliknya haruslah mendapat legalitas secara hukum.

Dengan adanya penguasaan dan penggunaan tanah sempadan sungai



strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Di masyarakat permasalahan yang

akan timbul pada dasarnya adalah jika masyarakat ingin mendaftarkan

tanahnva untuk memperoleh hak atas tanah. Dan bagi pemerintah adalah

dalam penataan ruang, dimana pemanfaatannya diharapkan dapat optimal dan

berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Sedangkan di

bidang lingkungan hidup, adanya penguasaan masyarakat tersebut harus

memperhatikan kelestarian kemampuan lingkungan untuk menopang

pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan keadaan demikian, penguasaan dan penggunaan tanah

sempadan sungai oleh masyarakat haruslah memerlukan penanganan yang

khusus dalam hal memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas oleh

pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga non

departemen yang menangani bidang pertanahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul : "STUDI POLA PENGGUNAAN TANAH DAN

STATUS PENGUASAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI BARITO DI

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN".

B. Rumusan Masalah.

Da^ocnriron idtar KplaVano rliatflc maka nenulis merumuskan



1. Bagaimana pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pola penggunaan tanah

sempadan Sungai Barito Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Provinsi Kalimantan Selatan tersebut?

3. Bagaimana status penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh

masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi

Kalimantan Selatan?

4. Apa permasalahan-permasalahan yang terjadi, berkaitan dengan

penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh

masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi

Kalimantan Selatan?

5. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam

mengatur penggunaan dan penguasaan tanah sempadan sungai tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di



b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pola

penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin

Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Untuk mengetahui status penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh

masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi

Kalimantan Selatan.

d. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, berkaitan

dengan penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito oleh

masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi

Kalimantan Selatan.

e. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota

Banjarmasin dalam mengatur penggunaan dan penguasaan tanah

sempadan sungai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Diharapkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang

pertanahan, khususnya pola penggunaan tanah dan penguasaan tanah di

wilayah sempadan sungai.

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat

j„i— no^amkonnati kaiinn nprtanahan khususnva Deneuasaan hak atas



c. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi

Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Provinsi

Kalimantan Selatan untuk pengambilan kebijakan di bidang pertanahan

sebagai pelaksanaan kewenangan pembangunan di daerah.

d. Serta bagi para pembaca atau pemerhati dalam bidang pertanahan dan

sosial masyarakat kawasanperairan/sempadan sungai.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan

Banjarmasin Barat.

Pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan

Banjarmasin Barat yang nampak adalah berbentuk bintang radial dan

memanjang sepanjang jalan atau sungai. Dan dengan adanya sistem

jaringan jalan yang terdapat pada Kecamatan Banjarmasin Barat yang

berpola jalan radial (jalan poros) dan penambahan sistem jaringan jalan

lingkar utara dan selatan Kota Banjarmasin serta jalan lingkar yang

menghubungkan dari seluruh kawasan kota pola penggunaan tanah

tersebut menyebabkan adanya kecenderangan perabahan kearah

konsentrik yaitu perkembangan yang menyebar tetapi tetap berorientasi ke

pusat Kota Banjarmasin.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola penggunaan tanah sempadan
Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Faktor yang mempengarahi pola penggunaan tanah sempadan

Sungai Barito di Kecamatan Banjarmasin Barat adalah faktor non fisik
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pertumbuhan penduduk yang tinggi, komposisi penduduk menurat tingkat

mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai buruh dan komposisi

penduduk menurat tingkat pendapatan yang sedang serta faktor

budaya/kultur yang dimiliki oleh masyarakat sangat berpengarah terhadap

pola penggunaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan

Banjarmasin Barat.

Adapun faktor fisik yang mempengaruhi pola penggunaan tanah

sempadan Sungai Barito adalah secara topografi Kota Banjarmasin terletak

di daerah relatif datar dan di dataran rendah dengan memiliki banyak

sungai beserta anak sungai dengan pola mendaun yang menuju ke sungai

utama yaitu Sungai Barito yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana

transportasi dan tempat tinggal. Sedangkan dari aksesibilitas atau jaringan

jalan mempengarahi terhadap kecenderangan perabahan pola penggunaan

tanah ke arah konsentrik.

3. Status penguasaan tanah sempadan Sungai Barito di Kecamatan

Banjarmasin Barat.

Status tanah yang ada adalah merapakan penguasaan terhadap

tanah negara, dimana bukti penguasaan tanah sempadan Sungai Barito

yang dimiliki oleh masyarakat sebagian besar adalah segel sebanyak 30

atau 29,13 %dan yang tidak memiliki bukti penguasaan tanah sebanyak

46 atau 44,66 %. Untuk lamanya penguasaan tanah sempadan Sungai
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banyak 79 orang atau 76,70 %. Dan luas penguasaan tanah sempadan

Sungai Barito yang dikuasai oleh masyarakat pada umumnya adalah cukup

sebatas untuk mendirikan bangunan ramah yang tidak lebih dari 200 m2.

4. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan

dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito.

Permasalahan secara fisik atau lingkungan hidup dari penguasaan

tanah sempadan Sempadan Sungai Barito oleh masyarakat adalah

terjadinya erosi tanah sungai dengan jenis erosi tebing sungai (stream bank

erosion) dan sedimentasi pada alur Sungai Barito serta kualitas air yang

menuran.

Untuk permasalahan secara sosial ekonomi masyarakat adalah

secara umum masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas

golongan ekonomi lemah dengan latar belakang pendidikan serta

pengetahuan akan lingkungan sehat yang cenderung relatif terbatas

sehingga menimbulkan kebiasaan tidak sadar lingkungan dan pola hidup

yang kurang memperhatikan bahaya dan resiko.

Sedangkan permasalahan dari penguasaan tanah sempadan sungai

bagi Pemerintah Kota Banjarmasin adalah tidak bisa berbuat banyak

terhadap penguasaan tanah tersebut yang telah berlangsung sejak lama dan

sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat Kota Banjarmasin. Dan untuk

penanganan pencemaran terhadap sungai oleh pemerintah telah berapaya

set
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5. Kebvkan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam mengatur
penggui^an dan penguasaan tanah sempadan Sungai Barito.

Tie'ak adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin

yang secara klwsus dalam menetapkan kawasan sempadan Sungai Barito

sebagai kawasan lii.dung dan pelarangan penggunaan pada daerah Sungai

Baritodari segalakegia an manusia.

Dan ditinjau da.; Rencana Teknik Ruang Kota Wilayah

Banjarmasin Barat Tahun 19:4-2004 pada kawasan sempadan Sungai

Barito diperuntukkan bagi kawasan pusat industri bagi wilayah Kota

Banjarmasin, kawasan pemukiman penduduk teratama penduduk yang

berpencaharian di bidang industri atau di kawasan industri, kawasan

perdagangan atau jasa, dan tempat wisata.

Perantukan kawasan-kawasan tersebut juga dilengkapi dengan

pembangunan sistem jaringan jalan guna mendukung tata raang kota yang

sesuai dengan daya dukung kota dan mendukung 5 (lima) fungsi Kota

Banjarmasin.

B. Saran.

1. Dengan adanya penggunaan dan penguasaan tanah sempadan Sungai

Barito oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin khususnya dan Kota

Banjarmasin secara umum diharapan tanggapan dari Pemerintah Kota

Banjarmasin untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan yang
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2. Kota Banjarmasin sebagai kota air atau kota dengan seribu sungainya,

diharapkan adanya upaya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin untuk

melakukan penataan kota khususnya untuk permukiman penduduk di

kawasan sempadan Sungai Barito sehingga akan tercipta suatu potensi

daya tank wisata yang unik dan menarik.

3. Periunya penanganan secara serius terhadap penanggulangan atau

meminimalisasi pengrasakan lingkungan Sungai Barito dari pencemaran

air sungai, erosi tebing sungai dan sedimentasi
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